KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONES A

NOMOR 424/MENK ES/SK/1V/2003

TENTANG

PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME (SARS)
SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN

Menimbang

Mengingat

PEDOMAN PENANGGULANGANNYA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONES A,

bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan
penyakit pneumonia dipik (aypicd pneumonia) yang beum
ditemukan vaksn pencegah dan pengobatannya serta dapat
menimbulkan Kgadian Luar Biasa (KLB);

bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) merupakan

penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, oleh

karenya perlu diantispas dan dicegah penyebarannya;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu

ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Severe Acute

Respiratory Syndrome (SARS) sebagal penyakit yang dapat
menimbulkan wabah dan pedoman penanggulanggannya;

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Kaantina Laut

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2373);

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2374);

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3273);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dagrah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kdima

10.

11.

Nomor 3848);

Peraturan  Pemerinteh  Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3447);

Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propind Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisas Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/V111/1989
tentang Jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah,
tata cara penyampaan lgporannya dan tata cara penanggulangan
seperlunyg;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/X1/2001
tentang Struktur Organisas dan Taa Kerja Depatemen
Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  MENTERI KESEHATAN  TENTANG
PENETAPAN SEVERE ACUTE RESPIRATORY
SYNDROME (SARS) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT
MENIMBULKAN WABAH DAN PEDOMAN
PENANGGULANGANNYA.

Menetapkan penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS) shbaga penyakit yang dapat menimbulkan wabah sesua
dengan Undang-undang Nomor 4 tahun

Prosedur pengenddian dampak pencemaran udara  akibat
kebakaran hutan terhadap kesehatan dimaksud Diktum Kedua,
sebagaimanatercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.

Prosedur  sbagamana  dimeksud ddam  Diktum  Ketiga
merupakan acuan bagi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota yang bertugas di bidang penyehatan linkungan,
pemberantasan penyakit dan tenaga kesehatan di  unit lain yang
ditunjuk sesua dengan bidang tugas masing-mesang.

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat ddam



Keenam

melakukan tugasnya berkoordinas dengan Satuan  Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungs (SATLAKPB-P).

Keputusan ini mulai berlaku sgak tanggd ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 12 Maret 2003

MENTERI KESEHATAN,

Dr. ACHMAD SUJUDI



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 289/Menkes/SK/I11/2003
Tanggal : 12 Maret 2003

PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang

Perwujudan kuditas lingkungan yang sehat merupakan bagian
yang pokok daam ussha di bidang kesehatan seperti dijelaskan ddam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan perlu dilakukan
d tempat umum, lingkungan permukiman, lingkungan kerja, angkutan
umum dan lingkungan lainnya

Udara mempunya ati yang sangat penting di ddam kehidupan
maenusa dan mahluk lannya Pemanfaatannya harus dilakukan secara
bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generas  sekarang  dan
mandating.

Indonesa addah sdah satu negara yang mempunya risko terkena
dampak EL-NINO dan La-Nina. Dampak dari EL-NINO menimbulkan
perubahan iklim, antara lan musm panas yang berkepanjangan sehingga
menimbulkan kekeringan, dan pada akhirnya menjadi sdah sau factor
pencetus kegadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi di
Indonesia merupakan kasus yang berulang dalam beberapa tahun terakhir.
Tercatat kebakaran hutan terbesar di Indonesia terjadi pada tahun 1997,
sekitar 3,5 juta hektar hutan di Kalimantan habis terbakar.

Dampak dari kebakaran hutan terhadap lingkungan sangat lues,
antara lain kerusskan ekologi, menurunnya keanekaragaman sumber daya
hayati dan ekossemnya, serta penurunan kuditas udara Berbaga
pencemar udara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan, misadnya : debu
dengan ukuran partikel kecil (PM10 & PM325s), gas SOk, NOy, COy, dan
lanlain. Semua bahan pencemar tersebut dapat menimbulkan dampak
negeatif terhadap kesehatan manuda, antara lain infeks sduran pernafasan,
sesk ndfas, iritas kulit, iritas maa, dan lan-lan. Sdan itu juga dgpat
menimbulkan gangguan jaak pandang / penglihatan, sehingga dapat
menganggu semua bentuk kegiatan di luar rumah.

Dengan melihat prediks serta asums pola perubahan iklim sebaga
dampak dari El-Nino maka perlu dilakukan langkahtlangkah antispati,
sehingga dapat meminimalkan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan.

. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur pengenddian dampak pencemaran udara akibat
kebakaran hutan terhadgp kesehatan mdiputi 3(tiga) fase, yaitu : fase pra
bencana kebakaran hutan, fase bencana kebakaran hutan, dan fase pasca
bencana kebakaran hutan.

Pada ketiga fase kebakaran hutan tersebut kegiatan yang dilakukan
mdiputi aspek teknis dan mangemen. Pada dasarnya fase pra bencana
(kesgpsagaan) lebih diarahkan kepada penentuan perkiraan besaran
masadah., sedangkan pada fase bencana diarahkan kepada tindakan resks



cepat penanggulangan, sdanjutnya pada fase pasca bencana diarahkan
kepada evaluas pelaksanaan dan rencanatindak lanjut.

C. Sasaran
Pengelolaan program pengenddian dampak kesehatan akibat kebakaran
hutan dilakukan oleh unit kesehatan lingkungan dan pemberantasan
penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau unit lain yang ditunjuk.

II. PROSEDUR PENGENDALIAN DAMPAK
A. Fase PraBencana Kebakaran Hutan

Pada fsse pra bencana kebakaran hutan kegiatan yang dilakukan adaah

sebaga  berikut : Monitoring, Identifikes Masdah, Penyusunan Rencana

Kerja, Peaporan, dan Penyebarluasan Informas.

1. Monitoring

a Penyakit,
Penyakit yang berhubungan dengan kebakaran hutan adalah antara
lan Infeks Sduran Pernafasan Akut (ISPA), pneumonia, ashma,
irtad mata, dan iritas kulit.
b. Kuditas Udara

Monitoring kuditas udara bertujuan untuk memantau perubahan
tingkat pencemaran udara yang terjadi setigp bulannya. Peda fase
pra bencana, monitoring kuditas udara dilakukan  untuk
mengetahui  gambaran dan  kecenderungan adanya peningkatan
tingkat indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di suatu daerah.
Data kuditas udara ISPU diperoleh dari Dinas Kesehatan atau dari
lintas sector Badan Pengenddian Lingkungan Hidup Daerah
(BPLHD) aau Laboratorium Kesehatan Dagrah dan  gasiun
pemantauan lainnya addah apabila adanya asap yang berasd dari
titik api (hot spot) sudah menghaangi jarak pandang.

2. ldentifikes Masdah

Ddam mdakukan identifikes besarnya masalah perlu memperhatikan:

a. Luas daerah terkena dampak dan jumlah penduduk terpgjan.

b. Lokes dan jumlah titik aoi (hot gpot)lyang nantinya dapat
dibuatkan “petatitik api” (hot spot mapping).

c. Jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia untuk melakukan
monitoring kuditas udara dan data penyakit.

d. Jumlah, jenis dan kondis perdatan pengambilan sample udara
yang ada, baik dimiliki sendiri maupun di sector lain.
Pedatan pengambilan sampe  udara yang diperlukan  untuk
memantau  kuditas udara antara lan Hight Volume Air Sampler
(HVAS) dan Gas Air Sampler.

e. Jumlah dan jenis bahan reagen, (sesual Tabd 2).
Bahan yayg dipelukan addah ketas filter untuk mengambil
sampel debuw/TSP, dan reagen absorban yang diperlukan untuk
mengambil sampe gas udara.

f. Adanya laboratorium yang dgpat dirujuk untuk mengandisa hadl
dari pengambilan sample udara

0. Ketersediaan dana dan sumbernya.



h.

Keberadaan Satgas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang
funganya ddam kesgpsagaan menghadepi bencana kebakaran
hutan berada di bawah koordinas Satlak.

Adanya keterlibatan masyarakat, seperti : LSM, pengusaha, media
massa, organisas pemudal/pelgar daam kesgpsiagaan
pengenddian bencana yang mencakup pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan.

Sistem pencatatan dan pelgporan serta penyebarluasan informes.
Jumlah peayanan kesehaan yang dapat menangani  korban
bencana kebakaran hutan.

Ketersediaan jumlah logidtik, seperti : obat-obatan, lat pelindung
diri/masker, media penyuluhan dan lain-lain.

3. Penyusunan RencanaKerja
Penyusunan rencana kegiatan menghadapi bencana kebakaran hutan,
meliputi :

a

f.

g

Penyelenggaraan pertemuan koordines dengan lintas sector dan
program, seperti dengan masyarakat, LSM, pengusaha, media
massa, organisas pemuda/pelgar.

Penydenggaraan peaihan/orientas  kesgpsagaan  penanggulangan
bencana mulai dari pengukuran, andids, rekomendas monitoring
kuditas udara dan surveillance penyakit.

Perencanaan kebutuhan biaya  operasond (monitoring,
survelllance, penyuluhan dan evakuas)

Penyediaan logistik (obat-obatan, filter, reagen, da pelindung
diri/masker, media penyuluhan, formulir pencatatan dan pelgporan)
berdasarkan jumlah penduduk yang berisiko.

Pengadaan/perbaikan perdaan monitoring kuditas udara yang
akan dipergunakan.

Penyigpan sarana pelayanan kesehatan yang dapat  menangani
korban bencana kebakaran hutan.

Penyebarluasan informed.

4. Pelaporan

a

Unit Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit dan unit
lannya yang ditunjuk sebagal anggota Satgas melgporkan hesl
monitoring kuditas udara dan data-data penyakit, mdiputi kategori
ISPU dan kecenderungan kasus serta rekomendas tindakan
pengamanan kepada K epala Dinas K esehatan K abupaten/K ota.

Kepda Dinas Keschatan Kabupaten/Kota melgporkan hasl
monitoring tentang kualitas udara dan data penyakit kepada Bupati/
Waikota.

Untuk mengantispas bencana yang lebih luas, maka setigp terjadi
peningkatan kasus penyakit dan aau penurunan kuditas udara
yang bermakna. Kepda Dinas Kesehatan harus meagporkan
informas  tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Proping,
dengan tembusan kepada Dirjen PPM & PL, setigp satu bulan
sekali. Sedangkan lgporan dari  Dinkes Kabupaten/Kota ke
Satkorlak PB dan seterusnya, menurut prosedur yang berlaku.



5. Penyebarluasan Informes.
Informas tentang kualitas udara dan pengaruhnya terhadap kesehatan
masyarakat disebarluaskan agar semua lapisan masyarakat, LSM, dan
semua sector terkait Sap menghadapi kemungkinan bencana kebakaran
hutan.
B. Fase Bencana Kebakaran Hutan
Fase bencana kebakaran hutan addah fase dimana mula terjadi kebakaran
hutan dan ditanda oleh angka ISPU > 200 (sesua Tabel 3). Kegiatan yang
dilakukan pada fase ini addah Monitoring, Tibdakan Resks Cepdt,
Kemitraan, Pelgporan, dan Penyebarluasan Informas :
1. Monitoring.

a Pada fase ini, frekwens pemantauan kuditas udara dilakukan
setigp hari selama 24 jam. Data kuditas udara (ISPU), dapat juga
diperolen dari Dinas Kesehatan aau lintas sector (Badan
Pengenddian Lingkungan Hidup DagrdVBPLHD aau unit lan
dideerah yang mengelola masdah lingkungan hidup) dan stasun
pemantauan kuditas udara milik perusshaan / swadta lannya. Data
penyakit diperoleh dari unit pelayanan kesehatan bak pemerintah
maupun svasta

b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengandiss hasl monitoring
kualitas udara dan penyakit untuk menetapkan kategori bahaya dan
rekomendas tindakan penanggulangan.

2. Tindakan Resks Cepat

a. Mengdifkan sdtigp unit peayanan kesehatan sdtigp hari, mula dari
Posko medis lapangan, Puskesmas, sampal dengan Rumah Sakit.

b. Mendigribuskan kebutuhan logistik, baik berupa dat peindung
diri (masker), penyaring udara ruang, obat-oabatan, serta filter dan
reagen.

c. Mdakukan monitoring kudlitas udara dan data penyakit pada setiap
heri.

d. Mengevakuas masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan.

3. Kemitraan

Bekerjasama dengan lintas sektor dan swasta dalam pengukuran

kuditas udara, digribug logigtik, evakuad, penyuluhan dan disemines

informas daam penanggulangan bencana

4. Pelgporan.

a. Sagas melaporkan data penyskit dan ISPU kepada Dinas
Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota setigp hari atau setigp ada
peningkatan yang bermakna.

b. Data kuditas udara dan penyakit dilaporkan oleh Dians Kesehatan
Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Proping  dengan
tembusan Dirjen PPM & PL setigp minggu.

c. Dinas Kesehatan Kab./Kota menyampaikan rekomendas tindak
lanjut hasl hasl andiss tentang penyakit dan pemantauan kuditas
udara kepada Bupati/Wdikota

5. Penyebarluasan Informad

Penyebarluasan informas  tentang kuditas udara dan  pengaruhnya

terhadap kesehatan dilakukan agar masyarakat, LSM, dan semua sektor

terkait Sapsaga



C. Fase Pasca Bencana
Fase bencana dinyatakan berakhir gpabila angka 1SPU mencapa < 200
(sesua Tabel 3) dan parameter kuditas udara dan angka penyakit kembdi
pada keadaan sebelum terjadi kebakaran hutan. Kegiatan pada fase ini
meliputi penanganan kasus, pemulihan kuditas lingkungan, peaporan,
monitoring dan evauad, dan penyebarluasan informes.

1.

Penanganan Kasus,

Kasus penyakit yang terjadi pada kurun waktu fase kebakaran hutan
dan belum sembuh pada pasca bencana kebakaran hutan perlu
perawatan, pengobatan dan pengamatan terus menerus (surveillance).
Pemulihan Kuditas Lingkungan,

Dines Kesehatan Kabupaten/Kota memprakarsas dan  mendorong
terlaksananya penegekkan hokum, dan kemitraan dengan sduruh
stakeholder untuk pelestarian hutan dan reboisas.

Pelaporan,

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan secara rutin
(seperti pada keadaan sebdlum bencana kebakaran hutan) hesl
monitoring tentang kuditass udara dan daa penyakit kepada
Bupeti/Wdikota.

Monitoring dan Evauas,

Monitoring kuditas udara (ISPU) dan penyakit pada fase pasca
bencana dilakukan sebulan sekai. Evauas dilakukan dengan maksud
untuk mengetahui gpakah pengenddian telah dilakukan sesua dengan
prosedur, dan dampak kesehatan telah dapat dikendaikan.

Penyebarluasan Informes.

Penyebarluasan informas  tentang kuditas udara dan  pengaruhnya
terhadap kesehatan addah agar masyarakat, LSM, dan semua sektor
dapat beraktifitas secaranormd.

[11.PENUTUP

Dengan diberlakukannya pedoman ini  diharapkan  pengenddian

dampak pencemaran udara akibat kebakaran hutan dapat dilaksanakan secara
efektif dan efiden mddui upaya yang terkoordinas dengan sektor-sektor
terkait serta swasta dan oeganisas masyarakat. Daam had ini pelaksanaan
pengenddian dampak pencemaran udara berdasarkan Keputusan ini bila
memerlukan informas dapat menghubungi Direktorat Jenderd PPM & PL —
Departemen Kesehatan atau E-mal :  pdpuk@ppmplp.depkes.go.id atau
Nomor Fax : (021) — 4245778.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi



Tabe 1.

PEMANTAUAN KUALITAS UDARA |SPU

Peralatan Baku Metoda Laboratorium Waktu
No Parameter Sampling Mutu Andigs Pendukung Pengukuran

1 Debu/ Partikulat High Volume 150 Gravimetri BTKL, BLK, 24 Jam
(PM-10) 2g/Nnt L abkesda, (Periode
Lab.Swasta rata-rata)

2 Sulfur dioksida Impinger Gas 365 Pararosani- 24 Jam
(SO2) Air Sampler 2g/Nnt | line Idem (Periode
rata-rata)

3 Carbon monoksida | CO Andyzer 10.000 | NDIR 24 Jam
(CO) 2g/Nnt Idem (Periode
rata-rata)

4 Ozon Impinger Gas 235 Chemilumi- 1Jam
(03) Air Sampler 2g/Nnt | nescent Idem (Periode
rata-rata)

5 Nitrogen dioksda | Impinger Gas 150 Sdztman 24 Jam
(NO2) Air Sampler 2g/Nnt Idem (Periode
rata-rata)

Sumber : PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
Catatan :
Parameter PM 25 tidak termasuk ISPU, hanya diukur kadarnya untuk kepentingan dampak
kesehatan.
Tabe 2.  Perkiraan Kebutuhan Bahan dan Reagen (Per Bulan)
Fase Pra Bencana Fase Bencana Fase Pasca Bencana
Pemeriksaan Debu/Partikulat (PM 10): Pemeriksaan Debu/Partikulat: Pemeriksaan Debu /Partikul at

Filter : 1 kI x 3filter x 3 parameter x 1 bin

BBM: 1kl x 1 blnx 24 Itr.

Pemeriksaan Gas :

Larutan Absorber (SO2, NOx & O3)
1kl x 1 blnx 100 mL x 3 parameter

Filter : 30 kl x 3filter x 1 bin.
BBM : 1kl x 1 blnx 24 Itr.

Pemeriksaan Gas :
Larutan Absorber

30kl x1blnx100mL x 3
parameter

Filter : 30 kl x 3filter x 1 bin.
BBM : 1kl x 1 blnx 24 Itr.

Pemeriksaan Gas :

Absorbance:

1klx1blnx100mL x 3
parameter

Catatan :

Untuk pengukuran parameter gas CO dilakukan dengan metode sensorik / kering.




Tabe 3.

KATAGORI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN
TINDAKAN PENGAMANAN BERDASARKAN [SPU
ISPU KATAGORI DAMPAK TINDAKAN
KESEHATAN PENGAMANAN
> 400 Sangat «zBerbahaya  bagi semua |« Semua harus tinggd di rumah
berbahaya orang, terutama : bdita, ibu| dan tutup pintu sertajendela
hamil, orang tua dan|=Segere  dilakukan  evakues
penderita gangguan | sdektif bagi orang berisko
pernafasan. separti - bdita, ibu hamil, orang
tua, dan penderita gangguan
pernafasan ke tempat / ruang
bebas pencemaran udara.

300-399 | Berbahaya = eBag penderita uatu |« Penderita  penyakit ditempatkan
penyakit, ggadanya akan| pada ruang bebas pencemaran
semakin serius. udara

zeOrang sehat akan merasa |~ Aktifitas kantor dan  sekolah
mudah ldah. harus menggunakan AC aau ar
purifier.

200-299 | Sangat tidak  |esePada  penderita  ISPA, |<Aktifitas diluar rumah harus

sehat. pneumonia, dan  jantung | dibatas.
maka ggdanya akan |« Perlu diperdapkan ruang khusus
meningkat. untuk perawatan penderita |SPA
/pneumonia  berat di rumah
sakit, puskesmas dll.
=« Aktifitas bagi penderita jantung
dikurangi.

101-199 | Tidak sehat =eDapat menimbulkan ggda|<Menggunakan  masker  atau
iritas pada sduran| penutup hidung bila mdakukan
pernafasan. aktifitas di luar rumah.

=eBagi  penderita  penyakit |~ Aktifitas fisk bagi penderita
jantung, ggdanya akan| jantung dikurangi.
semakin berat.

51-100 | Sedang &5 &<Tidak ada dampak
kesehatan.

<50 Bak &5 &Tidak ada dampak

kesehatan.




